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ABSTRAK 

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang dilegalisasi 

pemerintah pada Oktober 2020. Legalisasi tersebut menimbulkan berbagai 

polemik di masyarakat karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses 

legislasi undang-undang tersebut. Partisipasi publik yang merupakan salah satu 

aspek penting dalam proses perumusan suatu produk hukum cendrung tidak 

terlihat dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Publik menilai proses legislasi UU 

Cipta Kerja jauh dari transparansi dan partisipasi. Rumusan masalah yang dipilih 

adalah Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja? dan 

Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja perspektif 

hukum Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif yang mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi 

publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan sumber  

data primer dan sekunder yang akan dianalisis menggunakan konsep partisipasi 

publik dan hukum Islam (siyāsah dustūriyyah). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dapat 

dikategorikan sebagai produk hukum yang tidak responsif. Proses legislasi UU 

Cipta Kerja cendrung mengabaikan unsur transparansi (keterbukaan). Prinsip 

transparansi dalam proses legislasi undang-undang berkaitan dengan prinsip 

partisipasi publik. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang mengabaikan transparansi 

menyebabkan publik tidak dapat berapartisipasi dalam perumusunnya. Partisipasi 

publik merupakan salah satu unsur penting yang harus diterapkan dalam proses 

legislasi undang-undang yang telah diatur dalam UU P3. Hal ini juga 

menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah terhadap UU Cipta Kerja. 

Sehingga, UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai suatu produk hukum yang 

tidak responsif karena tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi politik 

demokratis yang menjadikan partisipasi publik sebagai unsur pokok dalam proses 

legislasi undang-undang.  

Ditinjau dari hukum ketatanegaraan Islam, pemerintah dapat dianggap lalai 

dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pemerintah dalam membentuk suatu 

kebijakan harus melihat dan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Proses 

legislasi UU Cipta Kerja dilaksanakan dengan terburu-buru dan tidak partisipatif. 

Selain proses legislasi dilaksanakan dengan tidak adanya keterbukaan dari 

pemerintah. Publik atau masyarakat juga sulit mengontrol proses legislasi UU 

Cipta Kerja karena dilaksankan ditengah masyarakat yang sedang berjuang 

menghadapi siatuasi pandemi global COVID-19. Selain itu, hukum 

ketatanegaraan Islam juga menerapkan prinsip musyawarah dalam membentuk 

sutau kebijakan. Partisipasi publik yang cendrung terabaikan dalam proses 

legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa proses legislasi tersebut tidak 

melalui tahapan musyawarah. Seharusnya, pemerintah melaksanakan sosialisasi 

sebagai ruang diskusi atau musyawarah agar publik atau masyarakat dapat 

menyampaikan aspirasi terhadap UU Cipta Kerja.  

 

Kata Kunci : Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

The Job Creation Act is an omnibus law that the government legalized in 

October 2020. This legalization has caused various polemics in the community 

due to the lack of public involvement in the legislative process of the law. Public 

participation, which is one of the important aspects of formulating a legal product, 

tends to be invisible in the legislative process of The Job Creation Act. The public 

views that the legislative process on The Job Creation Act is far from being 

transparent and participatory. The formulation of the problem chosen is How is 

public participation in the legislative process of The Job Creation Act? and How 

is public participation in the legislative process of The Job Creation Act from an 

Islamic legal perspective? 

This research is normative legal research using a normative juridical 

approach that describes and analyzes public participation in the legislative process 

of The Job Creation Act. This study uses primary and secondary data sources, 

which will be analyzed using the concept of public participation and Islamic law 

(siyāsah dustūriyyah). 

The results of this study indicate that The Job Creation Act can be 

categorized as an unresponsive legal product. The legislative process of The Job 

Creation Act tends to ignore the element of transparency (openness). The 

principle of transparency in the legislative process is related to public 

participation. The legislative process of The Job Creation Act that ignores 

transparency causes the public not to participate. Public participation is one of the 

important elements that must be implemented in the legislative process of the laws 

that have been regulated in the P3 Law. It also shows the government's lack of 

accountability to The Job Creation Act. Thus, The Job Creation Act can be 

categorized as an unresponsive legal product because it does not comply with a 

democratic political configuration that makes public participation a key element in 

the legislative process. 

The government might be judged neglectful in carrying out its legislative 

responsibilities based on Islamic constitutional law. Informing a policy, the 

government must see and adjust to the situation and conditions of the community. 

The legislative process for the Job Creation Law was carried out in a hurry and 

was not participatory. In addition, the legislative process is carried out in the 

absence of openness from the government. It is also difficult for the public or the 

public to control the legislative process for the Job Creation Act because it is 

implemented amid a community that is struggling to deal with the global COVID-

19 pandemic. In addition, Islamic constitutional law also applies the principle of 

deliberation in forming a policy. Public participation, which tends to be neglected 

in the legislative process of the Job Creation Law shows that the legislative 

process does not go through the stages of deliberation. The government should 

carry out socialization as a room for discussion or deliberation so that the public 

or the public can express their aspirations to the Job Creation Law. 

 

Keywords: Public Participation, The Job Creation Act, Islamic Law 
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MOTTO 

 

 قَاؿَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ....
“And your Lord hath said: Pray unto Me and I will hear your prayer...” 

(Gāfir / 40 : 60) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 s\a‟ s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik dibawah) ض

 t}a‟ t} te (dengan titik dibawah) ط



 

 

 x   

 

 z}a‟ z} zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ayn …„… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ؼ

 Qāf Q Qi ؽ

 Kāf K Ka ؾ

 Lām L El ؿ

 Mīm M Em ـ

 Nūn N En ف

 Waw W We ك

 Hā' H Ha ق

 Hamzah …‟… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta„āqqidīn متعاقّدين
 Ditulis „iddah عدّة

  

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h : 

 Ditulis Siyāsah سياسة
 Ditulis Maslahah مصلحة

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 
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2. Bila diikuti dengan kata sanding “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h : 

 ‟Ditulis Karāmah al-auliyā كَراَمَةُ الَْْكْليَِاء

 

3. Bila ta‟ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t: 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زكََاةُ الْفِطْرِ 

 

D. Vocal Pendek 

__َ___ Fathah  Ditulis A 

_____ِ Kasrah Ditulis I 

___ُ__ Dammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جَاهِلِيَّة

Fathah +ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تػَنْسَى

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ῑ 

 Ditulis Karīm كَريِْ 

Dhammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis furūḍ فػُرُكض

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai  

نَكُمْ    Ditulis Bainakum بػَيػْ

Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قػَوْؿ
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأَنَػْتُم .1

 Ditulis U‟iddat أعدت .2

 Ditulis La‟in syakartum لئَِنْ شَكَرْتُْ  .3

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qomariyyah 

 Ditulis Al-Qur‟ān ألَْقُرْآف

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِيَاس

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan Menggandakan Huruf 

Syamsiyah yang Mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya 

 Ditulis As-Samā الَسَّمَاءَ

 Ditulis As-Syams الَشَّمْس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

يالفركضسذك    Ditulis Żawȋ al-furūḍ 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهَْلِ السُّنَّة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia diramaikanmdengan demonstrasi terhadap omnibus law
1
mpada 

kisaran Oktober 2020. Omnibus lawmyang dilegalisasi sebagai Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkanmpenolakan dikalangan 

masyarakat. Demonstrasimterhadap undang-undang tersebut terjadi diberbagai 

daerah danmdilakukan dari berbagai kalangan sepertimburuh, mahasiswa, dan 

berbagai organisasimmasyarakat dan terjadi terjadi dibeberapamdaerah 

Salah satumorganisasi yang menolakmlahirnya UU Cipta KerjaMadalah 

Konfederasi SerikatMPekerja Indonesiam(KSPI)Mdan Asosiasi SerikatMPekerja 

IndonesiaM(Aspek Indonesia) karenamdari beberapa pembahasan UUCipta Kerja 

yang salah satunya merupakan klastermketenagakerjaan. SerikatMburuh seperti 

KSPIkdan AspekkIndonesia merasamkepentingan mereka tidakmterwakilimdalam 

undang-undang tersebut. Keterlibatan mereka dalam prosesmlegislasi UU Cipta 

Kerja dinilai hanya sebagai formalitas. Berbagai saran dan masukan yang 

disampaikan tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap 

tindaklanjut undang-undang tersebut. Bahkan mereka menilai setelah legalisasi 

UU Cipta Kerja, saran dan masukan dari buruh tetap tidak terakomodasi.
2
  

                                                           
1
 Omnibusilaw adalah suatunkonsep produkihukum yang berfungsi sebagai penggabungan 

berbagaimtema, materi,msubjek, dan peraturan perundangan-undangan dar berbagai mcam sektor 

tergabung dalam satu regulasi besar. Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia, (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 144. 

2
 “Kompas.com,i”https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-

aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar,nakses 17 Oktober 2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar
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UU Cipta Kerja dalam proses legislasinya cendrung mengabaikan 

partisipasi publik. Selain beberapa asosiasi profesi merasa kepentingan mereka 

terabaikan, partisipasi publik (masyarakat) minim dalam perumusan undang-

undang tersebut. Sehingga dapat dinilai minimnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam pembahasan pembentukan RUU Cipta Kerja. Halnini, dapatndilihat dari 

proses legislasi yang begitu singkat untuk sebuah undang-undang besar yang 

menggunakan mekanisme omnibus law.  

Pemerintah dan DPR selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai 

kurang produktif dalam menjalankan fungsi legislasi. Proses pembentukan produk 

hukum baik itu undang-undang, peraturan daerah dan lainnya, partisipasi publik 

harus diikutsertakan dan dilibatkan. Masukan dan saran dari publik merupakan 

salah satu aspek penting sebagai bahan pertimbangan dalam membuat produk 

hukum. Hal ini agar mencapai tujuan dibentuknya undang-undang yakni untuk 

mensejahterakan rakyat.  

Partisipasi publik (masyarakat) dalam membentuk produk hukummtelah 

diaturndalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak rakyat untuk 

berpartisipasi dalam pembentukan produk hukum yang dibentuk pemerintah 

tertuang dalam Pasal 96. Publik (masyarakat) dapat menyampaikan masukan 

terhadap rancangan suatu produk hukum baik secara lisan ataupun tulisan. Publik 

dapat menyampaikan masukan apabila prosess legislasi rancanganmperaturan 

perundang-undangan dilakukan dengan transparansi. Selainmitu, pelibatan 

masyarakatmdalam membuat hukum juga diatur dalam ketatanegaraan islam 

(siyasah dusturiyyah). Dalam kajian siyasah dusturiyyah menyebutkan bahwa 
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penguasa atau pemerintah yang bertaanggungjawab untuk membuat suatu hukum 

yang akan diberlakukan dimasyarakat perlu mempertimbangkan kemaslahatan 

umat.   

Partisipasi publik yang tidak terakomodir dalam undang-undang Cipta Kerja 

menjadi penyebab timbulnya berbagai aksi penolakan dari masyarakat. Undnag-

undang tersebut dinilai tidak mementingkan kemaslahatan publik (masyarakat). 

Melihat fakta demikian, tentu ini menimbulkan persoalan. Untuk itu, dalam 

tulisan ini penulis menelusuri dan menjelaskan proses pembentukan undang-

undang tersebut dari persepektif hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanmpemaparan latar belakangmtersebut agar mengarah kepada 

pembahasan, maka dirumuskanndalam beberapa rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimanampartisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 

2. Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif hukum Islam? 

C. TujuankdankKegunaan 

BerdasarkanMrumusanmmasalah tersebut, dapat dikemukakan tujuan dan 

kegunaankdari penelitiannini adalah sebagaikberikut: 

1. Tujuank 

a. Untuknmenjelaskan partisipasi publik dalamfproses legislasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangnCipta Kerja. 
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b. Untuk menejelaskan proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerjaiperspektif hukum Islam. 

2. Kegunaano  

a. Secarafteoritis, penelitianfini diharapakan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikanmkontribusi dalam perkembangan kajian hukum tata 

negaranpadanumumnya.  

b. Secarampraktis, penelitianbinindiharapkan dapatbbermanfaat sebagai 

masukan dan referensi bagi masyarakat dan pihak pihak yang 

berkaitan. Selainnitu, tulisan ini diharapkanndapat menjadi salah satu 

sumbernreferensi atau rujukannbagi pihak yang akannmelanjutkan 

penelitianndengan tema yangnberkesinambungan. 

D. Telaah Pustaka 

Karya-karya yang berbentuk penelitian, artikel, jurnal, atau skripsi yang 

penulisnjadikannsebagainacuanndalamnpenelitiannininadalah: 

Pertama, Jurnal yangmditulis oleh Muhammad Fakhrur Razy dan 

Muhammad Fedryansyah denganxjudul “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan 

Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus 

Law”. Penelitianminimmengkaji proses penyusunan RUU omnibus law yang 

terdapat konflik antarabgerakan masyarakat sipilbdan pemeintah. Hasilbpenelitian 

tersebutmmenjelaskan bahwa konflik terjadimdalam proses penyusunanmRUU 

omnibus lawmdisebabkan karena minimnya komunikasi politik danmpartisipasi 

politik sertanadanya politik relation. Halctersebut menimbulkan terciptanya suatu 

produkshukum yang tidak demokratis, serta terdapat dorongan untuk mewujudkan  
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kepentinganmpihak-pihak tertentu.mSehingga menyebabkan terjadinyamkonflik 

berkepanjangan.
3
 

Kedua, penelitian yang dilakukan Mohammad Fandrian Adhistianto  dengan 

Judul “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 

(Studi Klaster Ketenagakerjaan)”. Penelitian ini berfokus padampembentukan 

Klaster Ketenagakerjaanddalam. RUU Cipta Kerjaclihat dari politik hukum. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa NaskahnAkademik dan RUUnCipta Kerjantidak 

menggambarkan perlindungan kepada pekerja seperti apa yang telah diamanatkan 

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas.
4
 

Ketiga, jurnal yang ditulis Fajar Kurniawan dengan judul “Problematika 

Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster 

Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja 

yang di PHK”. Fokus kajian ini adalah konsep omnibus law serta tinjauan hukum 

terhadap pembentukan RUU Cipta Kerja padanklasternketenagakerjaan Pasal 89 

angka 45 tentang pemberian pesangon kepadampekerjamyangMdiPHK. Hasil 

penelitianKini adalah RUU Cipta Kerjaglmengandungnbanyak kelemahannyang 

berpotensi menimbulkan berbagai problematika dikalangan masyarakat. 

Problematika ini ditemukan pada perubahan ketentuanwjumlah pesangon yang 

                                                           
3
 Muhammad Fakhrur Razy dan Muhammad Fedryansyah, “Konflik Gerakan Masyarakat 

Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”, 

Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Universitas Padjadjaran (2020). 

4
 Mohammad Fandrian Adhistianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, Jurnal Universitas Pamulang (2020). 
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tertuang dalamkPasal 89 angka 45 yangkmengubahnketentuankdalam UU No. 13 

Tahun 2013 tentangxKetenagakerjaan.
5
 

Keempat, penelitian yangndilakukan oleh Indra Rahmatullah dengan judul 

“Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”.  Kajian 

dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana laporan kelayakan RUU Cipta 

Kerja. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari 3 syarat pembuatan omnibus law 

yakni sinkronisasi dan harmonisasi, sinkronisasi dilakukan oleh lembaga negara 

atau lembaga profesional, dan disemenisasikan hasil review kepada publik, 

omnibus law atau RUU Cipta Kerja ini belum melakukan laporan kelayakan 

dikalangan publik atau masyarakat.
6
 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Joko Riskiyono dengan judul 

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan”. Penelitian ini mengkaji mengenai aspirasi 

masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Proglenas) dan 

pembentukan peraturan perundang-undanggan. Kemudian melihatmpartisipasi 

masyarakat dalamnimplementasi dan kontrolnterhadap suatu produk hukum. Hasil 

dari penelitian ini menunujkkan bahwa DPR, DPD, dancPemerintah dinilaijbelum 

melaksanakan fungsi-fungsimlegislasi dengan aspiratif. Partisipasimmasyarakat  

yang menjadi bentuk kesejahteraan danmperlindungan hak-hak rakyatmdalam 

perancangan undnag-undnag belummmenjadi salah satu fokusmpenting bagi 

                                                           
5
 Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep 

Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon 

kepada Pekerja yang di PHK”, Jurnal Universitas Surabaya (2020). 

6
 Indra Rahmatullah, “Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 

Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020). 
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pemerintah.kSehingga Pemerintah, DPR, dan DPDkmelaksanakan fungsi legislasi 

denganktepat.
7
 

Keenam, jurnal yang ditulis Laurensius Arliman S dengan judul “Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan 

Negara Kesejahteraan Indonesia”. Fokus dalam kajian ini adalah melihat tindakan 

pemerintah dalam melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk 

hukumkdemi mewujudkan negarakkesejahteraan Indonesia.kHasil penelitian ini 

menjelaskan bahwanjidalammpembentukan suatuniiundang-undang, partisipasi 

masyarakat belum sepenuhnyakdidengar, atau terkadang hanya dijadikan sebuah 

formalitas.mSeharusnya,muntuk mewujudkan produk hukum yangmresponsif 

terutamamterkait mewujudkan menujumnegara kesejahteraanmIndonesia,mmaka 

pembentukankundang-undang dihIndonesia penting untukhdidasarihpada Pasal 5 

dankPasal 6 UUP3 yang merupakankasaskdalam pembentukan produkkhukum. 
8
 

Ketujuh, penelitian Kamarudin dengan judul “Tinjauan Yuridis Partisipasi 

Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian berfokus 

pada sejauh mana partisispasi masyarakatmdalam proses perumusanmundang-

undang berdasarkan peraturan perundang-undanganfyang berlaku. Hasil penelitian 

ininmenguraikan bahwanpartisipasi masyarakat dalam perumusannproduk hukum 

masih terbatas,nbelum dapat dikategorikan meemenuhi tingkat full and meaning 

participation. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak sampai pada tahap 

                                                           
7
 Joko Riskoyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan 

Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Jakarta (2015). 

8
 Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-

Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Politik Peemerintahan 

STIH & STISIP Padang (2017). 
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pengambilan keputusan, karena itu keterlibatan partisipasi masyarakat belum 

nyata hanya sebatas dengar pendapat.
9
 

Kedelapan, jurnal yang ditulis olehmDimas Nur Kholbi dengan judul 

“Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan Di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalahntinjauan fikih 

siyāsah dustūriyyahnterhadap proses legislasinundang-undang dinIndonesia. Hasil 

penelitian ini menjelaskanKbahwa jikakdilihat tahapan perencanaan,npersiapan, 

teknik penyusunan, pembahasanmdan penetapan, pengundangan sampai 

penyebarluasan,kmakamberdasarkan analisisNsiyāsah dustūriyyah proses legislasi 

undang-undang di Indonesia telah menerapkannnilai-nilai Islam.
10

 

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Amaluddin dan Erjan 

Saputra dengan judul “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem pembuatan Perundang-Undangan menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah“. 

fokus penelitian ini adalah melihat efisensi pembentukan peratudna daerah 

menurut UU Pemerintah Daerah yang didasarkoleh UU P3 dalam membangun 

daerahkotonom.kPenelitian ini menjelaskan terkait pembuatankperaturan daerah 

berdasarkan siyāsah dūsturiyyah, bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi 

berbeda dengan ahlumal-ḥalli wal „aqdimdalam pemerintahanmIslam. Fungsi 

                                                           
9
 Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan 

Undang-Undang”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No.2, Surabaya (2015).  

10
  Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya (2019). 
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legislasi DPR tidak utuh, hanya sebatas kedaerahan. Sedangkan kekuasaankahlu 

al-ḥalli wal „aqdi  sangat luas, mencakup segala bidang permasalahan.
11

 

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso, S.Hi., M.H. dengan 

judul “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam.” Fokus penelitian 

adalah implementasi syura dalam konteks negara hukum modern dan meninjau 

sinergisasi dengan konsep demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa prinsip syura yang diajarkan oleh pemerintahan Islam, 

implementasi syura di Indonesia secara substansi dapat dinilai ideal,mnamun 

fleksibel secara bentuk.iSehingga dapat mewujudkan negara hukumfmodern yang 

mensejahterakankrakyat.
12

 

Uraian dari telaah pustaka diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

dari fokus objek penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini mencoba 

menjelaskan bagaimana pemerintah sebagai perancang undang-undang 

melibatkan masyarakat dalam proses perumusan Omnibus Lawn(Undang-Undang 

Cipta Kerja). Melihat sejauh mananpartisipasi publik yang merupakan salah satu 

ketentuan dalam UU P3 diterapkan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja dan 

ditinjau dengan siyāsah dustūriyyah. 

 

 

                                                           
11

 Zainal Amaluddin, dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah“, Jurnal Al-

Sulthaniyah, Vol. 1, No. 1, Sambas (2021). 

12
 Lukman Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam”, In Right: 

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vo. 3, No.1, Yogyakarta (2013). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Proses Pembentukan PeraturannPerundang-Undangan 

Pasal 1 angka (1) UU P3 menyatakankbahwa pembentukan peraturan 

perundang-undanganmmerupakan pembuatanmundang-undang yangmmencakup 

tahapannperencanaan, penyusunan,ipembahasan, pengesahan, dannpengundangan.  

Salah satunasas yang menjadi pokok utamandalam pembentukan UU adalah 

asasmketerbukaan (transparansi). Asas keterbukaan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Asas keterbukaan merupakan 

wadahnbaginmasyarakat untuk mendapatkan data atauninformasi yang benar, 

lengkap, dannakurat tentang aktivitas dan produkfyang menjadi pencapaian 

pemerintah, karenammemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

menggunakankhak ataukkedaulatannya. 

Partisiapasi publikmdalam pembentukan suatu regulasi memberikanDruang 

bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dalam setiap kebijakan pemerintah. bagi 

sebuahmnegara demokrasi seperti Indonesia, penyediaan ruang publik 

ataukadanya partisipasi masyarakatkmerupakan tuntutan yang mutlak. Partisipasi 

masyarakat dalam setiapfitahapan pembentukan kebijakan harusKbenar-benar 

dilindungi oleh negara dalam pelaksanaanya, agarKstandar aturan demokrasi tidak 

diabaikan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan.
13

 Pemerintah memiliki 

perannuntuk aktif dalam membuka dan memberikan ruang-ruang bagi masyarakat 

untukkmenyampaikan aspirasi. Hakkpublik untuk terlibat dalamKpembentukan 

kebijakan telah diaturKdalam Pasal 96 UUKPembentukan Peraturan Perundang-

                                                           
13

 Wisnu Indryanto, “Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No.3, Jakarta (2013), hlm. 233. 
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undnagan
14

. Ketentuankpasal diatas dengan jelas mengatur tentang partisipasi 

masyarakat daamMproses pembentukan undang-undang. Partisipasi 

masyarakatMdapat memperlihatkan tingkat dukunganmmasyarakat terhadap 

kebijkan-kebijakan publik. Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaankpihak-

pihak selain DPR dankpemerintah seperti masyarakat dalam menyusunkdan 

membentuk rancangan peraturankperundang-undangan. Maka dari itu, penting 

bagi pemerintah dan DPR untuk menerapkan prinsip tranparansi (keterbukaan) 

dalam membentuk suatu kebijakan. Hal ini, berfungsi sebagai kontrol terhadap 

kinerja pemerintah dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.      

Bagir Manan menjelaskan bahwanprtisipasindapat dilakukanndengan cara
15

:  

a. mengikutmsertakan dalamKtim atauKkelompokKkerjampenyusunan 

peraturan; 

b. melakukanKpublikMhearing atauKmengundang dalamKrapat-rapat 

penyusunankperaturan; 

c. melakukamiuji kebenaran kepadamipihak-pihak tertentu agar 

mendapatkanntanggapan; 

d. melakukannloka karyan(workshop) atasnrancangan peraturanrsebelum 

secarakresmi dibahasnolehkDPR;  

e. mempublikasikanmrancangan peraturanMagar mendapatmtanggapan 

publik.kk 

                                                           
14

 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 96. 

15
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : PSH Fak. Hukum 

UII, 2001), hlm. 85-86. 
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Persoalan akuntabiltas dalam pembentukan UU merupakan kebutuhaan 

yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara melalui produk hukum 

untuk menciptakan good governence. Akuntabilitas merupakan upaya 

pertanggujawaban aparatur negara secara transparan, partisipastif, dan akuntabel 

sehingga dapat dikontrol dan dievaluasi oleh masyarakat. Jadi, makna dasar dari 

akuntabilitas publik adalah adanya tanggungjawab dalam menjalankan jabatan 

atau lingkungan publik.
16

  

2. SiyāsahhDustūriyyah 

Siyāsahmdustūriyyah adalahKbagian darimfikih siyāsah yangKmembahas 

perundang-undanganmnegara dalamhhal ini juga dibahasmantara lainmkonsep  

konstitusiM(Undang-undangmdasar negaramdanmsejarah lahirnyaMperundang-

undangan dalammsuatunnegara), legislasim(bagaimana caramperumusan undang-

undang),blembaga demokrasimdannsyūrā yangkmerupakan pilarkpentingndalam 

perundang-undanganntersebut.kDisamping itu, kajiankinifjuga membahaskkonsep 

negaranhukumkdalam siyāsah dan hubunganktimbal balik antarakpemerintah dan 

warga negarakserta hak-hakkwarga negara yang wajibkdilindungi.
17

 Permbahasan 

dalamkfikih siyāsahkdustūriyyah adalah hubungankantara pemerintahf(pemimpin) 

disatuKpihak dan rakyatnya di pihak lainkserta kelembagaan-kelembagaankyang 

adamdi dalam masyarakatnya.kSiyāsahkdustūriyyah mengatur hubungan antara 

                                                           
16

 Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, hlm. 

66-67. 

17
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), hlm.n77.   
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wargannegaramdengan lembaga negaramyang satu dengan warga negaramdan 

lembagannegaranyangnlainndalamnbatas-batasnadministratifnsuatunnegara.
18

 

Pada kajian fikihmsiyāsah, terdapat beberapa konsep pemerintahan, 

diantaranya: legislasi dan syūrā. 

a. Legislasi 

Legislasi ataumkekuasaan legislatif disebutmjuga denganmal-sulthah al-

tasyri‟iyah yang berarti kekuasaannmpemerintah Islam dalammmembuat dan 

menetapkankhukum yang akankdiberlakukan bagikmasyarakat.
19

 Kekuasaankini 

merupakanmsalah satu kewenanganmatau kekuasaan pemerintahmIslam dalam 

mengaturnmasalah kenegaraan. Unsur-unsurnlegislasindalamnIslamkmeliputi : 

1) PemerintahanKsebagaimpemegang kekuasaannuntuk menetapkan 

hukumnyangnakan diberlakukanndalamnmasyarakat; 

2) Masyarakatnyangnakannmelaksanakan; 

3) Isi peraturannatau hukumfitu harus berdasarkanfnilai-nilai syariat. 

Jadi,mdalam al-sulthah al-tasyri‟iyahkpemerintah melakukanktugas siyāsah 

syar‟iyyahmuntuk membentuk suatumhukum yang akan diberlakukanmdalam 

masyarakatkharuskmencapaikkemaslahatan. 

b. Syūrā 

Syūrāmberasal darimsya-wa-ra yangmdalam bahasa IndonesiaKmenjadi 

musyawaranyaitunsegala sesuatu yang dapatndiambil untuk memperoleh kebaikan 

                                                           
18

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 31 

19
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, hlm. 187.   
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dan berguna bagi kehidupan manusia.
20

 Prinsipnmusyawarah bagi paranpemimpin 

negara danmpara penguasa sertammasyarakatmadalah sebagai tolakmukur dari 

dilaksakannyaksikap salingnmenghargai pendapatndan melepaskanndiri dari sikap 

mengklaimnkebenaranksendiri.kPentingnya musyawarahkdisebabkan olehkhal-

hal sebagaikberikut : 

1) Setiap manusianmemiliki kepentingannyangnberbeda; 

2) Setiapnmanusia memilikinpendapat yangnberbeda; 

3) Setiapnmanusia memilikinkemampuan intelektualnyang berbeda;  

4) Seiap manusianmenginginkanntujuannyangnberbeda. 

Jadi dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan dapat 

dikoordinasikan ke satu tujuan umum dengan teknik untuk mencapa tujuan yang 

berbeda. Sehingga musyawarah dapat menjadikan perbedaan pendapat sebagai 

dinamika dan energi besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah 

disamakan.
21

 

Siyāsah dustūriyyah juga mengkaji mengenai hubunganktimbal balikkantara 

pemerintah dankrakyat. Dalam sistemkpemerintahan Islam, khalifahkataukkepala 

negara adalah orangmyang dipilih masyarakatmuntuk mengurus danmmengatur 

kepentinganmmasyarakat demimkemaslahatan bersama.
22

 Kepala negara harus 

dapatkmendengar dan menerimakaspirasi rakyatkdan menyelesaikankpermasalahn 

permaslaahankyang ada.kKepala negara bukan seseorang yang kebal dari hukum 

sehingga harus bersediakberdialog dengankrakyatnya. Islam meperlakukan kepala 
                                                           

20
 Ibid., hlm. 214.   

21
 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), 

(Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.48. 

22
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, hlm. 214. 
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negaraksebagai seseorang yang diberikankkehormatan dan kemuliaankyang lebih 

besar darikmasyarakat karenakkedudukannya sebagi pemimpin dan sesuai dnegan 

tugas serta tanggungjawab yang besar. 

Kepalamnegara memilikimhak dan kewajibanmyang seimbang dengan 

keduukaknyamsebagai kepala pemerintahan. Al-Mawardi dalam karyanya al-

ahkām assulṭāniyyahmmemaparkan kewajiban-kewajibanmyang harus dijalankan 

kepalaknegara,kdiantaranya : 

a) MelaksanakanMhukum diantara orang yang bersengketamdan 

menghentikanmpermusuhan yangmterjadi dikalanganmmasyarakat, 

agarkmenimbulkankkeadilan. 

b) Menjaga kemaananKnegeri, sehingga rakyat merasaKaman untuk 

bekerjakdan berusahakberdasarkan dengan profesi dan keahliannya 

masing-masing. 

c) Mengangkatmpejabat-pejabat negaramberdasarkan sifatKkejujuran, 

keadilan,kdankketerpercayaankmerekakdalamkmemegangkjabatan. 

d) Secaramlangsung mengelolamurusuan kenegaraanmsecara umum. 

Demi kemakmuran masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. JenisnPenelitian 

Jeniskpenelitian yangKdigunakanKadalah jeniskpenelitian hukumknormatif. 

PenelitianKhukumknormatif menggunakankbahan-bahan pustakaksebagai sumber 

datakpenelitian. Jenis peneitian inikjuga disebutksebagai penelitian kepustakaan 

(librarykresearch), yaknikmetode yang digunakankuntuk mengumpulkankdata 
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dari berbagaikliteratur.
23

 Penelitiankini melakukan kajian terhadap data pustaka 

terkait objek kajian yaitu proses legislasiKUU Cipta Kerja dan literatur literatur 

yangkrelevan dengankobjek penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitianKadalah deskriptifKanalitik yaitu tipe perngumpulanKdata, 

kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya.
24

 

Penulis mendeskripsikan dan mengnalisis proses legislasi Undang-Undang Cipta 

Kerja dengan menggunakan beberapa literatur yang relavan dan menggunakan 

konsep partisipasi publik dan hukum Islam yakni siyāsah dustūriyyah sebagai 

pisau analisis, kemudian akan diberikan kesimpulannya. 

3. PendekatankPenelitian 

Penelitian inikmenggunakan pendekatanfyuridis normatif (statute approach) 

yaitumpenelitian yang mengutamakanmbahan hukum yangmberupa peraturan 

perundang-undanganKsebagai bahan acuan dasarKdalam melakukan penelitian.
25

 

Fokus dalam penelitian adalah mengkaji proses legislasi UU Cipta Kerja terkait 

keterlibatankmasyarakat dalam perumusannya.  

4. Sumber dan JeniskData 

Sumber datakdalam penelitian inikterdiri dari sumber datakprimer dan 

sumber dataksekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yangkmeliputi 

UUD 1945, UU Cipta Kerja, dan UU P3. Sumber data sekunder meliputi konsep 

                                                           
23

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 133. 

24
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29. 

25
 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya : CV. Jakad Media 

Publishing, 2020), hlm. 87. 
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partisipasi publik dan siyāsah dusturiyyāhkserta berbagaikliteratur yang berkaitan 

dengankobjek yangkditeliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan bahan hukum yang 

dilakukan dengan cara menelititi beberapa bahan pustaka atau yang biasa disebut 

dengan bahan hukum sekunder. Adapun beberapa bahan hukum yang terdapat 

dalam penelitian ini di antaranya berasal dari buku-buku atau literature dan artikel 

yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam hal ini adalah proses legislasi 

UU Cipta Kerja. Berikut adalah tahap-tahap pengumpulan data yang berasal dari 

pustaka, di antaranya: 

a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya 

yang relevan dengan objek penelitian. 

b. Melakukan studi kepustakaan melalui buku, artikel yang terdapat dalam 

media cetak maupun elektronik.  

c. Mengelompokkan bahan-bahan hukum dan asas yang relevan dengan 

permasalahan. 

d. Menganalisis bahan-bahan hukum dan asas yang relevan untuk 

menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. 

Kemudianmdata yang telah dikumpulan dari berbagai sumber akan di 

analisis. AnalisisKyaitu menganalisa data-dataKyang telah diverifikasi sehingga 

diperolehKkesimpulan-kesimpulanKtertentu. Setelah dataMterkumpul, kemudian 

diklasifikasi data data yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, penulis 
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melakukan analisis berdasarkan siyāsah dusturiyyāh sehingga dapat menarik 

kesimpulan darikpenelitiankini. 

G. Sistematika Pembahasan 

PenulisanKpenelitian ini tediriKdari limaKbab, setiap bab dapat dirinci ke 

dalamksub-sub babkyang relevan dengankpembahasan bab dan permasalahan 

yangkakan dibahas.kSecara garis besar,kpembahasandalam penelitian inikterdiri 

dari 5k(lima) bab denganksistematikakpembahasanksebagaikberikut: 

Bab pertama berisiKpendahuluan terdiri dariKlatar belakangKmasalah yang 

menjelaskan dasar penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian dari latar 

belakang tersebut penulis membatasi pokok-pokok penelitian danKterangkum 

dalam rumusankmasalah yang akan menjadikfokus penelitian. Rumusankmasalah 

mengkaitkan denganKbagian terpentingKyang menjelaskan hasilKyang ingin 

dicapaiKdalam penelitian yaituKtujuan penelitian danKkegunaanKpenelitian. 

Kemudian pemaparan telaah pustaka yang berisikan beberapa penelitian yang 

dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, dan kerangka teori berisi 

konsep konsep yang akan digunakan untuk menganalisa masalah. Selanjutnya 

memparkan metode penelitian yang digunakan agar penelitian lebih terarah dan 

sistematis, serta terakhir sistematikaKpembahasan yang menguraikanKsecara 

singkat runtutankpenulisan yangkada dalamkpenelitian ini. 

BabKkedua membahas landasankteori yang merupakan pengembangan dari 

kerangka teori yaitu terkait konsep dalam pembentukanKperaturan perundang-

undanganKdan hukumKIslam yaituKsiyāsah dustūriyyah yangKakan digunakan 

untukkmenganalisis masalahkyang dikajikdalam penelitiankini. 
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Bab ketiga data penelitian berisi paparan data yang membahas contoh 

partisipasikpublik dalamnproses legislasikrancangan undang-undangkdi Indonesia 

dan undang-undangKCipta Kerja. Dan memaparkan pendapat para ahli hukum 

terhadap proses legislasi undang-undangkCipta Kerja.     

BabKkeempat adalah pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis 

partisipasi publik dalam proses legislasikundang-undang Cipta kerja dankanalisis 

tinjauan siyāsah dustūriyyah terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi 

Undang-UndangkCipta Kerja. 

BabKkelima penutup yangKberisi kesimpulanKdan saran.KKesimpulan 

merupakanMjawaban singkat dariMrumusan masalah dalamMpenelitian ini. 

Sedangkan saranmmerupakan anjuran ataummasukan kepadampihak-pihak yang 

bersangkutan terkaitktema yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

UU Cipta Kerja sebagai output dari kebijakan sistem politik. Input Uu Cipta 

Kerja adalah sistem ekonomi yang mana tujuan pembentukan uu cipta kerja ialah 

menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas. Feedback yang didapat 

pro terhadap UU Cupta Kerja karena adanya proses pelaksanaan LKS Tripatrit 

Nasional, dan kontra karena tidak sesuai dengan pasal 96 UU P3 yang 

menjelaskan diharuskan memudahkan masyarakat untuk mengakses undang-

undang, sehingga minim bagi masyarakat untuk mengontrol proses legislasi UU 

Cipta Kerja. 

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk 

produk hukum. Dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, partisipasi publik 

cendrung terabaikan. Proses legislasi berjalan sangat cepat dan jauh dari kontrol 

masyarakat. Dengan demikan, UU Cipta Kerja tidak dapat dikategorikan sebagai 

suatu undang-undang yang responsif sebab proses legislasi yang tidak berjalan 

berdasarkan konfigurasi politik demokratis. 

Ditinjau dari siyasah dusturiyyah, proses legislasi Undang Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak aspiratif. Kurangnya tranparansi 

dalam proses legislasi undang undang Cipta Kerja menimbulkan penolakan dari 

publik. UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang minim partisipasi dan 

pengamatan publik. Sehingga dapat dinilai bahwa undang-undang tersebut 

merupakan sebuah regulasi yang tidak aspiratif dan partisipatif. Dalam 



105 

 

 
 

membentuk suatu kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan sitausi dan 

kondisi masyarakat agar mampu menciptakan reguulasi yang responsif. 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur tatanan hidup 

masyarakat harus menjalan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini, 

untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan, partisipatif, dan 

akuntabel membuktikan tidak adanya musyawarah dalam membentuk produk 

hukum tersebut. Pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi sebagai ruang diskusi 

publik dan musyawarah. Hal ini, bertentangan dengan ketentuan Islam yang 

menjujung prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan. 

B. Saran  

Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebgai undang-undang yang tidak 

aspiratif. Hal ini disebabkan karena proses legislasi undang undang tersebut tidak 

melibatkan partisipasi masayarakat. Sebagai suatu produk hukum seharusnya 

UndangUndang Cipta Kerja memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun 

keberadaan regulasi ini justru tidak menjamin hak rakyat.  Oleh karena itu, penulis 

menyarankan Dewan perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai fungsi 

legislasi dalam membentuk produk hukum harus melibatkan partisipasi publik 

(masyarakat). Dengan mempertimbangkan pendapat publik, berarti DPR dan 

pemerintah memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dan konsep musyawarah 

dalam pemerintahan Islam bisa menjadi rujukan bagi DPR dalam membentuk 

suatu regulasi. Dengan harapan, publik diberikan kebebasan berpendapat dan 

kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. 
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Sehingga, masukkan dari publik tidak hanya sebagai kontrol tapi dapat menjadi 

bahan evaluasi untuk kinerja pemerintah yang lebih baik. 

Selain itu, proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan dan 

partisipastif tentu perlu pinanjauan lebih lanjut terhadap materi muatannya. 

Dengan demikian, diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat meninjau kembali 

sejauhmana penerapan asas-asas pembentukan perundang-undangan diterapkan 

dalam materi muatan UU Cipta Kerja. 
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